
 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya berkedudukan sebagai pegawai 

negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan 

kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945), negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan 

pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan 

nasional sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai negara. PNS yang ideal 

dalam upaya perjuangan dalam mencapai tujuan Pancasila, UUD 1945, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah PNS yang profesional, berbudi 

pekerti yang luhur, berdaya guna, berhasil guna, sadar akan tanggung jawabnya 

sebagai unsur pegawai negara, abdi masyarakat dan abdi negara dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
1
 

 

Tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan persoalan yang 

penting dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dari 

masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan 

masyarakat dan adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan 

pemerintah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. 
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Usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

yang merata dan berkeseimbangan materiiI dan spirituil, diperlukan adanya 

Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan 

Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 

1945, negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, 

berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung 

jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh 

pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pada aspek lain Pegawai 

Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk memiliki 

kedisiplinan kerja yang optimal.
2
 

 

Pegawai Negeri Sipil yang disiplin adalah seorang yang pegawai yang memiliki 

kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan 

Pemerintah. Kesetiaan dalam hal ini merupakan tekad dan kesanggupan mantaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati denan penuh kesadaran dan 

tanggungjawab. PNS yang disiplin harus memiliki jiwa pengabdian yaitu 

menyumbangan pikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan 

kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau pribadi. 

 

Disiplin PNS berkaitan dengan moral, yaitu nilai dan norma yang menjadi 

pegangan bagi PNS dalam mengatur tingkah lakunya. Bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Moral 
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merupakan asas-asas akhlak yang merupakan nilai tambah pada diri manusia 

karena menjadi ciri makhluk manusia, yang membedakan dari mahluk lain atau 

tidak dimiliki oleh mahluk lain ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan manusia, 

seseorang berperilaku bermoral atau tidak, biasanya yang menjadi tolok ukur 

adalah ajaran agama. Ada juga yang menilai seseorang bermoral atau tidak, 

dipandang dari sudut kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan atau budaya setempat. 

Bahkan kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, karena 

hukum berisikan sebagai pengaturan tentang kehidupan manusia agar harmonis.
3
 

 

Pegawai yang disiplin berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan merupakan 

prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang PNS dalam 

melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja PNS dalam hal ini 

menunjukkan adanya kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan 

PNS yang bersangkutan. Selain itu disiplin merupakan wujud tanggung jawab 

seorang PNS, yaitu kesanggupan seorang PNS dalam menyelesaikakn pekerjaan 

yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta 

berani memikul atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. 

Implementasi disiplin kerja merupakan ketaatan PNS, yaitu suatu kesanggupan 

ketulusan hati seorang PNS untuk mentaati segala peraturan perundangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku. Mentaati perintah kedinasan yang diberikan 

oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan 

yang ditentukan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan, maka PNS 

harus memiliki kejujuran, sebagai ketulusan hati PNS dalam melaksanakan tugas 

dan kemapuan untuk tidak menyalagunakan wewenang yang diberikan 
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kepadanya. PNS juga harus mampu membangun kerjasama sebagai wujud 

kemampuan seorang PNS untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam 

menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar-besarnya demi mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

 

Adanya PNS yang melakukan melakukan tindak pidana tentunya tidak sesuai 

dengan program pemerintah, yaitu program Gerakan Disiplin Nasional (GDN) 

yang mewajibkan kepada semua Pegawai Negeri Sipil untuk disiplin dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 

Apabila permasalahan ketidakdisiplinan pegawai tersebut tidak segera diantisipasi 

maka dikhawatirkan akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan, 

sebab keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannnya sangat ditentukan oleh 

tingkat disiplin dan kinerja pegawai yang tinggi.  

 

Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan PNS yang 

memiliki kinerja optimal tesebut adalah dengan memberlakukan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian yang mengatur kedudukan, 

kewajiban, hak, dan pembinaan PNS. Produk hukum terbaru yang mengatur 

masalah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Upaya untuk mencapai kinerja pegawai yang optimal harus didukung oleh disiplin 

PNS dalam bekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, 

disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari 

larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau 
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peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman 

disiplin 

 

Sesuai dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 

hukum (rechtsstaat), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-

undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 

yang berisi tentang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

PNS yang melakukan tindak pidana penipuan dihadapkan pada dua proses 

penyelesaian perkara, baik secara hukum pidana maupun hukum administrasi 

negara. Perbuatan PNS dalam lingkup tugasnya dapat dibedakan atas tindakan 

perseorangan atau tindakan badan hukum (institusi kepegawaian), dalam lingkup 

tugasnya tersebut PNS tidak dibenarkan untuk berbuat yang tidak wajar atau 

sewenang-wenang dan ini dipandang sebagai tindakan perseorangan secara 

pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum administratif maupun 

hukum pidana. 

 

Hukum administrasi dan hukum pidana memiliki peranan penting dalam 

mengantisipasi setiap perubahan atau gejolak yang berkembang di masyarakat, 

terkait dengan adanya situasi politik. Setiap sistem hukum menunjukkan empat 

unsur dasar, yaitu: pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur 

pemberian keputusan oleh pengadilan dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal 

ini pendekatan pengembangan terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa 

hal, yaitu: bertambah meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar 

sistem hukum tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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pengadilan dan penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam 

masyarakat terhadap unsur-unsur dasar tersebut. 

 

Penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial sudah dianggap suatu hak yang 

tidak perlu diragukan lagi, namun apabila kita dihadapkan pada peranan hukum 

melakukan kontrol sosial, masih dipertanyakan mengenai kemampuan hukum 

untuk menjalankan perannya, karena hukum sebagai sarana kontrol sosial 

dihadapkan pada persoalan bagaimana menciptakan perubahan dalam masyarakat 

sehinga mampu mengikuti perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.  

 

Seorang PNS seharusnya menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari, namun pada kenyataannya terdapat PNS yang melakukan 

tindak pidana penipuan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Tanjung Karang Perkara Nomor: 137/Pid/2013/PT.TK, dengan terdakwa bernama 

Lismidar Binti Wahab yang berstatus sebagai PNS, melakukan tindak pidana 

penipuan dengan modus menjadi perantara dalam penerimaan CPNS. Pelaku 

menerima uang sebesar Rp 40.000.000,00 dari korban bernama Resmawati 

dengan janji dapat diterima sebagai CPNS. Setelah pengumuman CPNS 

dipublikasikan, ternyata korban tidak diterima sebagai CPNS sehingga korban 

mengalami kerugian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). 

 

Sesuai dengan perkara di atas terdapat kesenjangan penerapan sanksi pidana 

tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: 

 

 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk 

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya 

memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada kenyataannya 

terdakwa hanya dijatuhi pidana 1 tahun penjara oleh Pengadilan.  

 

Kurang optimalnya sanksi pidana terhadap PNS yang melakukan tindak pidana 

penipuan ini dapat berdampak pada timbulnya pandangan negatif masyarakat 

terhadap hakim dan pengadilan. Rendahnya Pandangan negatif masyarakat 

terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti, 

sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri 

hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan 

moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang 

sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta 

kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding 

atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di 

dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin 

ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya 

kecakapan teknik dalam membuatnya. 
4
    

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dipandang perlu dilakukan 

penelitian tesis berjudul: “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus 

Penerimaan CPNS” (Studi Putusan Nomor: 137/Pid/2013/PT.TK). 

                                                 
4
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil 

yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS? 

b. Bagaimanakah pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS? 

 

2. Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah hukum pidana dengan objek mengenai 

pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan 

tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS. Ruang lingkup lokasi 

penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan tahun data 

penelitian yaitu 2013-2014.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap Pegawai Negeri 

Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan 

CPNS 

b. Untuk menganalisis pemidanaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang 

melakukan tindak pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS 
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2. Kegunaan Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis 

sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat 

penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap PNS yang 

melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Selain itu diharapkan hasil 

penelitian ini berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan 

penelitian mengenai proses penyelesaian perkara pidana di masa mendatang. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

1. Alur Pikir 

 

 

Alur pikir penelitian ini menggambarkan pertimbangan hukum hakim terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus 

penerimaan CPNS, sebagaimana dapat dilihat pada skema berikut: 
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Bagan 1. Alur Pikir Penelitian 
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2. Kerangka Teori 

 

 

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum
5
. Berdasarkan definisi tersebut 

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim  

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

                                                 
5
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putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi denganintegritas moral yang baik.
6
  

 

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 7

  

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

                                                 
6
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar  

    Grafika,.2010, hlm.103. 
7
 Ibid, hlm.104. 
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1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut 

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan 

yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

 

2) Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. 

Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan 

dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan 

seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh 

instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim 

 

3) Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan 

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 
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4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 

 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan 

putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas 

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara. 

 

6) Teori kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, 

agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan 

bagi bangsanya.
8
 

 

 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm.105-106. 
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b. Teori Pemidanaan 

 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

1) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan 

suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang 

mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan 

keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant 

yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai 

sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam 

semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan 

kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 

menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir 

yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau 

keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.  

 

Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari 

perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota 

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang 

sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 

pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pemba1asan ini pidana merupakan 
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tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi 

suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.
9
 

 

2) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan 

jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa 

pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana 

dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan 

lebih lanjut daripada hanya menjatuhk:an pidana saja, sehingga dasar pembenaran 

pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. 

 

Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi 

khusus (special prevention) dengan prevensi umum (general prevention), prevensi 

khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan 

kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal 

dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dirnaksudkan pengaruh 

pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan kejahatan itu ingin dicapai oleh 

pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan 

tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu 

pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan 

pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.
 10

  

 

 

                                                 
9
  Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
10

  Ibid. 1984. hlm.33. 
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3) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak 

pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana diberikan untuk 

mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan 

pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga 

diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun 

terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk 

menagadakan sirkulasi terhadap teori pernidanaan yang mengintegrasikan 

beberapa fungsi sekaligus.  

 

Tujuan pidana dalam teori ini adalah untuk mencegah kejahatan sehingga 

dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori 

pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana 

yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas 

tetapi juga penjahat itu sendiri.
 11

 

 

3. Konseptual  

 

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.12
 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, 

ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, 

keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-

                                                 
11

  Ibid. 1984. Hlm.34. 
12

  Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63 
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nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang 

meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian 

tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 

sebagai suatu sistem peradilan pidana
13

  

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu 

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan 

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan 

sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
14

  

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
15

 

d. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah setiap orang yang bermaksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, 

ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, 

diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  

e. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di 

suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk 

                                                 
13

   Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

     Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
14

  Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,  

     Jakarta. 1993. hlm. 46. 
15

  Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

     Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25  

http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang 

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
16

 

f. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri 

atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu 

perundang-undangan dan digaji menurut perundang-undangan yang berlaku.
17

 

 

E. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah 

pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, 

mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis 

empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari 

permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus
18

  

 

2. Sumber dan Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri 

                                                 
16

 Moeljatno, Op. Cit, hlm. 7. 
17

 Sedarmayanti. Op.Cit.. hlm 33. 
18

 Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7 
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dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data 

sekunder.   

 

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

a. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library 

research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai 

teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. Data sekunder terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana.  

c) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian 

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia.  

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia.  

f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia.  
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g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan 

hukum yang dapat membantu menganalisa permasalahan, dari berbagai 

buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber dari situs 

internet.  

 

b. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber penelitian. 

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

a. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan sebagai berikut: 

1) Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan 

melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari 

bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan 

dalam tesis. 
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2) Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan wawancara 

(interview) kepada narasumber penelitian sebagai berikut: 

a) Penyidik pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung  : 1 orang  

b) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung   : 1 orang  

c) Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang   : 1 orang  

d) Akademisi Hukum Pidana Universitas Lampung  : 1 orang + 

Jumlah        : 4 orang  

 

b. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1) Seleksi Data  

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan 

data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan 

dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat 

untuk kepentingan penelitian.  

3) Penyusunan Data  

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang 

ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.  
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4. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu 

dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam 

bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti 

untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan 

fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.
 
 

 

F. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan Tesis secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:  

I. PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan tesis yaitu pengertian dasar pertimbangan hakim. penegakan 

hukum pidana, tindak pidana penipuan, Pegawai Negeri Sipil, 

pertanggungjawaban pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum pidana.  

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim 
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dalam menjatuhkan pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak 

pidana penipuan dengan modus penerimaan CPNS dan pemidanaan terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus 

penerimaan CPNS. 

 

IV. PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan 

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan perma salahan yang ditujukan 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


